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Abstract

This research is done to determine the effect of incentive to increase performance on public services at The Department of Agriculture and Plantation, along with all influencing factors.

Performance incentive is an incentive given to Country Civic-duty (pre) Employee (what we call Pegawai Negeri Sipil and Calon Pegawai Negeri Sipil) based on attendance and performance to serve people. The employee’s capability to serve people is indeed the key factor to determine whether the performance incentive has reached its goal. Therefore this research is needed to analyze the quality of given services along with all the factors influencing the quality of public services. This research is using descriptive method, the samples takes all members of population and uses questionnaires to interview all forty (40) respondents serving public services. 

The result shows that organization’s performance in public service given the performance incentive has increased according to almost all respondents. The key factor is education and training, the higher education level and more frequent training would make a better service quality. 

A. PENDAHULUAN
Program pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara yang telah maju sumber daya manusianya akan memudahkan untuk melaksanakan pembangunan dalam segala aspek, karena manusia memegang fungsi dan peranan yang utama dalam segala hal.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen terpenting bagi organisasi, berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Mengingat begitu pentingnya SDM, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Hal ini karena keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh orang‐orang atau SDM yang bekerja di dalamnya. Sumber Daya Manusia (SDM)  yang dimaksud dalam kajian ini tidak lain adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Pembangunan nasional akan sangat ditentukan oleh faktor kemampuan Pegawai Negeri Sipil baik di pusat maupun di daerah. Karena Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan sangat penting terutama yang bergerak dalam bidang pelayanan publik.  
Dalam perkembangan paradigma kepemerintahan yang baik, efektif, efisien dan berkeadilan telah membuka kesadaran bagi pemerintah untuk senantiasa tanggap dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan terbaik pemerintah haruslah bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan serta kebijakan yang diambil untuk diberitahukan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabilitas.

Pelayanan publik adalah identik dengan pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Di masa lalu, paradigma pelayanan publik lebih memberi peran yang sangat besar kepada pemerintah sebagai sole provider. Peran pihak di luar pemerintah tidak pernah mendapat tempat atau termarjinalkan.  Masyarakat dan dunia swasta hanya memiliki sedikit peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Banyak pernyataan, komentar, maupun hasil analisis umum yang mengatakan bahwa    rendahnya kinerja   pelayanan publik di Indonesia merupakan akibat dari buruknya sistem penggajian. Pada intinya rendahnya gaji senantiasa menjadi sumber keluhan diantara para pegawai negeri. Namun tampaknya masih terlalu sedikit studi yang benar-benar bisa membuktikan bahwa imbalan keseluruhan yang diterima para pegawai itu memang terlalu buruk. Indikator yang dapat dipakai sebenarnya cukup sederhana; kendatipun banyak orang mengeluhkan gaji pegawai negeri yang rendah, tetapi dari tahun ke tahun minat untuk menjadi PNS ternyata masih sangat tinggi. Dengan demikian salah satu kesimpulan yang dapat ditarik dari persoalan tentang rendahnya kinerja bukan soal gajinya yang terlalu sedikit namun justru sistem penggajiannya yang kurang memiliki kaitan yang signifikan dengan indikator kinerja.
Harus diakui bahwa memang skala gaji resmi  Pegawai Negeri Sipil  di Indonesia masih memprihatinkan. PNS yang bergaji terendah hanya menerima uang setara   US $3,5 sehari. Inilah   yang bisa mengakibatkan runtuhnya semangat kerja para pegawai negeri. Di sisi lain, sebagian orang berpendapat bahwa jumlah PNS di Indonesia yang sebanyak sekitar 4,1 juta itu sudah terlalu banyak sehingga perlu upaya perampingan. Tetapi rasio antara PNS dan jumlah penduduk saat ini masih berkisar 1 : 60. Di tingkat daerah rata-rata prosentase PNS terhadap jumlah penduduk hanya sekitar 2,1 persen. Proporsi PNS yang ada masih jauh dari ideal yang untuk negara maju pada kisaran 1 : 40. Yang lebih  penting  ialah menjawab  apakah dengan jumlah PNS  yang ada sekarang semuanya sudah bekerja sesuai dengan tuntutan kerja minimal. Terlebih lagi, dengan besaran take-home-pay yang sangat variatif, jangan-jangan sebenarnya masalah pokoknya bukan pada besaran gaji pokok tetapi karena kompleksnya system tunjangan yang sesungguhnya tidak langsung terkait dengan kinerja mereka.
Tulisan ini bermaksud memaparkan peta persoalan penggajian di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja PNS. Sebagian landasan teoretis digunakan untuk menyajikan wawasan mengenai bagaimana mengaitkan sistem pemberian tunjangan dengan upaya peningkatan kinerja pegawai. Lebih khusus lagi, analisis akan difokuskan pada terobosan untuk memberikan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) yang seiring dengan implementasi kebijakan desentralisasi belakangan ini dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia.

Kabupaten Sidenreng    Rappang    merupakan wilayah    dengan      sektor pertanian sebagian besar menjadi tumpuan hidup warga hingga dikenal sebagai daerah  lumbung     beras. Kabupaten Sidenreng Rappang   terus   berupaya dalam menggenjot produksi dan produktivitas pertanian melalui kegiatan surplus 2 juta ton beras dan surplus jagung 1,5 juta ton demi tercapainya program gubernur Sulawesi Selatan. Ini juga merupakan salah satu motivasi untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mengurangi angka pengangguran, khususnya dalam membangun sumber daya manusia (SDM)  dalam organisasi pemerintahan, maka perlu memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan manusia itu sendiri, terutama yang berkaitan dengan budaya kerja yang mempunyai arti yang sangat mendalam dalam merubah sikap dan prilaku sumber daya manusia (SDM). 
Untuk mencapai produktivitas kerja yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan. Manfaat yang didapat antara lain : 1) menjamin hasil kerja dengan kualitas yang lebih baik, 2) membuka seluruh jaringan komunikasi, keterbukaan, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, dan 3) menemukan kesalahan dan cepat memperbaiki dan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan dari luar.

Salah satu perangkat organisasi pemerintahan dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sidrap adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan yang merupakan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi pokok memberikan pelayanan dibidang pertanian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya dinas pertanian dan perkebunan memerlukan penciptaan budaya kerja disebabkan karena budaya kerja berperan sebagai matarantai proses, dimana tiap kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan proses kegiatan lainnya. 
Salah satu cara untuk memotivasi pegawai  pada lingkup dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah pemberian tunjangan kinerja yang diharapkan mampu memotivasi pegawai  untuk meningkatkan kinerjannya dalam memberikan pelayanan. 
Konsep tunjangan kinerja (pay-for-performance) merupakan konsep yang lebih modern dan progresif dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara signifikan. Tunjangan kinerja sifatnya tidak tetap dan besarannya bisa  sangat  bervariasi.  Kriteria yang dipergunakan untuk memberikan tunjangan kinerja tentu saja adalah penggunaan pengetahuan atau keahlian. Seperti yang biasanya diterapkan di dalam organisasi perusahaan swasta, pemberian tunjangan sebenarnya merupakan hal yang wajar dan bahkan harus didorong untuk membangkitkan kinerja organisasi publik atau organisasi pemerintah. 
Selain gaji pokok yang merupakan base salary, banyak jenis insentif yang dapat dikembangkan agar para PNS terpacu untuk menghasilkan kinerja yang baik. Di sinilah pentingnya tunjangan (allowance) sebagai instrumen tambahan untuk memacu kinerja. Pemberian tunjangan itu juga banyak diterapkan di berbagai negara. Sebagai contoh, di Singapura pemberian tunjangan bagi pegawai negeri didasarkan pada kriteria berikut:
1. Tugas-tugas yang memerlukan tanggung jawab tambahan atau tugas-tugas yang berat dan sukar
2. Tugas-tugas yang berisiko tinggi

Sayangnya, pertimbangan untuk mengaitkan insentif atau berbagai bentuk tunjangan PNS dengan kinerja terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik masih merupakan persoalan pokok dalam sistem penggajian di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang.
B. Konsep Tunjangan Kinerja
1. Pengertian Tunjangan

Menurut Abdurahman Fathoni (2006:294) tunjangan merupakan bagian dari kompensasi. Tunjangan dipandang sebagai sebuah sistem imbalan. Sistem imbalan terdiri atas dua komponen yaitu kompensasi yang langsung berkaitan dengan prestasi kerja dan kompensasi yang tidak langsung berkaitan dengan prestasi kerja”. 

Hasibuan (2005), benefits atau service adalah konvensasi tambahan (finansial dan non finansial) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan terhadap semua pegawai dalam usaha meningkatkan kesejahteraan pegawai. Selanjutnya Simamora (1995) mengatakan disamping gaji, kompensasi juga meliputi cakupan tunjangan-tunjangan (benefits).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian tunjangan atau yang dilakukan harus dapat memuaskan kedua belah pihak, yaitu sisi perusahaan dan sisi karyawan. Sehingga pemberian insentif ini dapat meningkatkan semangat kerja karyawan.
2. Pengertian Kinerja

Kinerja (performance) menurut Mahsun (2006:25) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. 

Mangkunegara ( 2000 : 67 ) mengemukakan: 
“kinerja adalah sepadan dengan prestasi kerja (actual performance), yang merupakan hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.”

Sedangkan menurut   Irawan (2000: 588) menyatakan bahwa : “ Kinerja (performance) adalah hasil kerja yang konkrit, dapat diamati, dan dapat diukur”. Sehingga kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas yang berdasarkan ukuran dan waktu yang telah ditentukan. 

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan bahwa kinerja adalah sejauhmana pencapaian hasil kerja yang dimiliki setiap pegawai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Teori Kinerja menurut Stephen P. Robbins ( 1996 : 218 ) tingkat kinerja pegawai sangat tergantung kedua faktor yaitu kemampuan pegawai itu sendiri, seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dimana dengan tingkat kemampuan yang semakin tinggi akan mempunyai kinerja semakin tinggi pula.

Faktor lain adalah motivasi kerja pegawai yaitu dorongan dari dalam pegawai untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan motivasi kerja yang tinggi akan mempunyai kinerja tinggi dan sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua faktor yaitu motivasi dan kemampuan mempunyai hubungan yang positif.

Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja menurut Bernardin dan Russel (1993) dalam Yeremis T. Keban (2008:212) adalah :
a. Kualitas, 

b. Kuantitas, 

c. Ketepatan waktu, 

d. Penghematan biaya, 

e. Kemandirian atau otonomi dalam bekerja dan, 

f. Kerjasama.

3. Pengertian Tunjangan kinerja

Menurut Peraturan Kepala BKN No: 20 Tahun 2011, Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja PNS. Tunjangan dalam hal ini merupakan elemen hubungan kerja dengan tingkat kemampuan pegawai dalam melaksanakan kinerja sehingga memudahkan atau memperlancar pencapaian tujuan yang diharapkan. 

Tunjangan Kinerja menurut Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No. 63 Tahun 2011 adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi  dan didasarkan pada capaian kerja pegawai negeri tersebut.

Tunjangan kinerja  adalah segala pembayaran tambahan yang diberikan kepada karyawan baik yang berkaitan langsung dengan kinerja maupun yang tidak berkaitan langsung dengan kinerja. Semakin tinggi kinerja pegawai, maka semakin besar pula tunjangan yang akan diterimanya. Tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil (tunjangan keluarga dan tunjangan umum berdasarkan PP No. 54 tahun 2010.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 215 tahun 2009, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja. Serta diberikan sesuai peringkat jabatan untuk jabatan struktural. 
4. Tujuan pemberian tunjangan kinerja
Tujuan Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah  sesuai Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2009 pasal 2 yaitu :

a. untuk meningkatkan kinerja PNS dan CPNS,
b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,
c. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS, dan 
d. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. 

Herman Sofyandi, (2008:162) Tunjangan atau Kompensasi diberikan kepada pegawai dengan tujuan untuk :
a. Menjalin ikatan kerjasama antara pimpinan dengan karyawan. Artinya bahwa dengan terjalinnya kerjasama secara formal akan terbentuk komitmen yang jelas mengenai hak dan kewajiban yang harus dipikul masing-masing. 
b. Memberikan kepuasan kepada karyawan. 
Artinya bahwa melalui kepuasan yang dirasakan para karyawan, maka karyawan akan memberikan prestasinya yang terbaik.
c. Memotivasi karyawan dalam bekerja. 
Tunjangan/Kompensasi dimaksudkan agar karyawan lebih bersemangat untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya. 
d. Menciptakan disiplin kerja. 
Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. 
C. Konsep Pelayanan  Publik
Secara teoritik, birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan umum (LAN, 2007).
1. Pelayanan

Pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organiasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat (Dwiyanto Agus, 2005:15). Selanjutnya Lovelock, Christoper H, 2002, mengatakan  “Pelayanan (service) adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami”. Artinya service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan.

Moenir (2008 ; 26-27) mengemukakan : “Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan factor material melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.”
2. Pelayanan Publik
Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 : 

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”
Sedangkan menurut Mahmudi (2007;229) Pelayanan public adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan public dan pelaksana perundang-undangan.
Menurut Sinambela, ( 2006;5) mengemukakan :
“Pelayanan Publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. 
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenegPAN) No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, mengemukakan :
 “Pelayanan  publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari pengertian pelayanan dan pelayanan publik yang diuraikan tersebut, dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.
3. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Ada sepuluh prinsip pelayanan umum yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut;

a. Kesederhanaan; Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan;
b. Kejelasan;

1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik;
3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
c. Kepastian waktu; Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
d. Akurasi ; Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah

e. Keamanan; Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

f. Tanggung jawab; Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan Penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
g. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (teletematika).
h. Kemudahan Akses; berkaitan dengan tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi.

i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan; Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
j. Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lainnya.
4. Standar Pelayanan Publik

Setiap Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelpayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan. 
Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan serta memperhatikan lingkungan. 
Standar pelayanan menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya penyediaan pelayanan yang berkualitas antara lain dapat dilakukan dengan memperhatikan ukuran-ukuran apa saja yang menjadi kriteria kinerja pelayanan. Menurut LAN (2003), kriteria-kriteria pelayanan tersebut antara lain:

a. Kesederhanaan, yaitu bahwa tata cara pelayanan dapat diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelanggan.

b. Reliabilitas, meliputi konsistensi dari kinerja yang tetap dipertahankan dan menjaga saling ketergantungan antara pelanggan dengan pihak penyedia pelayanan, seperti menjaga keakuratan perhitungan keuangan, teliti dalam pencatatan data dan tepat waktu.

c. Tanggungjawab dari para petugas pelayanan, yang meliputi pelayanan sesuai dengan urutan waktunya, menghubungi pelanggan secepatnya apabla terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahukan.

d. Kecakapan para petugas pelayanan, yaitu bahwa para petugas pelayanan menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.
e. Pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan dengan petugas. Petugas pelayanan harus mudah dihubungi oleh pelanggan, tidak hanya dengan pertemuan secara langsung, tetapi juga melalui telepon atau internet. Oleh karena itu, lokasi dari fasilitas dan operasi pelayanan juga harus diperhatikan.
f. Keramahan,  meliputi kesabaran, perhatian dan persahabatan dalam kontak antara petugas pelayanan dan pelanggan.

g. Keterbukaan,    yaitu bahwa pelanggan bisa mengetahui  seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan gambling, meliputi informasi mengenai tata cara,  persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan lain-lain.

h. Komunikasi antara petugas dan pelanggan. Komunikasi yang baik dengan pelanggan adalah bahwa pelanggan tetap memperoleh informasi yang berhak diperolehnya dari penyedia pelayanan dalam bahasa yang mereka mengerti.

i. Kredibilitas, meliputi adanya saling percaya antara pelanggan dan penyedia pelayanan,  adanya usaha yang membuat penyedia pelayanan tetap layak dipercayai, adanya kejujuran kepada pelanggan dan kemampuan penyedia pelayanan untuk menjaga pelanggan tetap setia.

j. Kejelasan dan kepastian,    yaitu mengenai tata cara,  rincian biaya layanan dan tata cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian layanan tersebut. Hal ini sangat penting karena pelanggan tidak boleh ragu-ragu terhadap pelayanan yang diberikan.

k. Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan dari adanya bahaya, resiko dan keragu-raguan. Jaminan keamanan yang perlu kita berikan berupa keamanan fisik, finansial dan kepercayaan pada diri sendiri.

l. Mengerti apa yang diharapkan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan berusaha mengerti apa saja yang dibutuhkan pelanggan. Mengerti apa yang diinginkan pelanggan sebenarnya tidaklah sukar. Dapat dimulai dengan mempelajari kebutuhan-kebutuhan khusus yang diinginkan pelanggan dan memberikan perhatian secara personal.

m. Kenyataan, meliputi bukti-bukti atau wujud nyata dari pelayanan, berupa fasilitas fisik, adanya petugas yang melayani pelanggan, peralatan yang digunakan dalam memberikan pelayanan, kartu pengenal dan fasilitas penunjang lainnya.

n. Efisien,  yaitu bahwa  persyaratan  pelayanan  hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapai sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.

o. Ekonomis, yaitu agar pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan pelanggan untuk membayar.
5. Kualitas Pelayanan Publik

Terdapat 5 (lima) kualitas pelayanan publik yang dapat dirincikan sebagai berikut (Parasuraman, Zeithami dan Berry, 1988):

a. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya.
b. Ketanggapan (responsiveness), yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat.
c. Keyakinan (confidence), yaitu pengetahuan dan kesopanan pegawai serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau “assurance”.
d. Empati (emphaty), yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan.
e. Berwujud (tangible), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan media komunikasi.
D. Faktor-Faktor yang mempengaruh pemberian tunjangan kinerja terhadap  pelayanan  publik
1. Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama dalam mengembangakan intelektual dan kepribadian manusia. (Notoadmojo, 2003;28).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 menyatakan bahwa untuk membentuk sosok PNS yang berkualitas, diperlukan Pendidikan & Pelatihan yang mengarah pada :

a. Peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air.
b. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan atau kepemimpinannya.
c. Peningkatan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasi

Pengertian Pendidikan & Pelatihan yang dimaksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Pendidikan & Pelatihan meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Tujuan Pendidikan & Pelatihan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 adalah :
a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.
b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.
Sedangkan sasaran Pendidikan & Pelatihan adalah terwujudnya Pegawai negeri Sipil yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing. 
2. Pengetahuan

Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengetahuan berasal dari kata yang berarti mengerti sesudah melihat, menyaksikan atau setelah mengalami. Sedangkan kata pengetahuan sendiri berarti segala sesuatu yang diketahui.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001, ilmu artinya adalah pengetahuan atau kepandaian. Maka yang dimaksud pengetahuan atau kepandaian tersebut tidak saja berkenaan dengan masalah keadaan alam, tapi juga termasuk “kebatinan” dan persoalan-persoalan lainnya. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. 
Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berfikir yang menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak.
Pengetahuan adalah  hasil “tahu”, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.
Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu obyek tertentu termasuk ilmu, jadi ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia (Suriasumantri,2001). Pengetahuan dikumpulkan dengan tujuan untuk menjawab semua permasalahan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh manusia dan untuk digunakan dalam menawarkan berbagai kemudahan padanya.
E. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang dilakukan untuk mengolah dan menganalisis  penelitian ini adalah penelitian metode deskriptif.  Metode penelitian deskriptif sebagai metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.
Penelitian ini dilakukan terhadap PNS untuk menilai bagaimana pengaruh pemberian tunjangan  kinerja terhadap pelayanan pada masyarakat di Lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian tunjangan kinerja terhadap pelayanan publik tersebut.

Menurut Ambo Enre (1993:101), mengemukakan bahwa populasi adalah seluruh individu yang menjadi objek  penelitian  dalam usaha memperoleh informasi dan menarik kesimpulan. Sedangkan Sudjana (2002:31), Populasi adalah totalisme semua nilai yang mungkin sebagai hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karasteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin di pelajari sifat-sifatnya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka populasi dalam  penelitian ini adalah  Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan  di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berjumlah 40 orang.
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2004).
Penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu keseluruan dari populasi. Karena populasi tersebut di atas hanya sedikit, maka penulis mengambil dan menentukan sampel yaitu keseluruhan dari populasi yang berjumlah 40 orang, dengan menggunakan sampel jenuh atau sampel total.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan informan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.
2. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian tentang kinerja pegawai pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada para responden sesuai dengan objek penelitian.
4. Studi kepustakaan, yaitu suatu kegiatan membaca dan mengumpulkan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
Tehnik Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan data mengenai penilaian kinerja atas dasar dan hasil kuisioner yang diperoleh.  Dimana masing-masing kategori jawaban dari responden akan diberi bobot nilai tertinggi 4 dan terendah 1 menggunakan Skala Likert. 
Sugiono (2005;107) menyatakan bahwa Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang  atau sekelompok orang tentang fenomena social. Bobot dari unsur-unsur yang dinilai dijumlahkan, kemudian dihitung nilai bobot rata-rata.
Analisis data deskriptif kualitatif menitikberatkan pada pemakaian argumentasi untuk menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase yang diharapkan dapat menguraikan data maupun informasi yang dijadikan indicator dalam pengumpulan data.
F. Pengaruh  Tunjangan Kinerja terhadap Pelayanan Publik pada  DinasPertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang
1. Tunjangan Kinerja

Dalam kajian ini, berikut penulis akan berusaha melihat sampai sejauhmana tunjangan berpengaruh terhadap  kualitas pelayanan  pegawai   pada masyarakat. Tunjangan atau imbalan atau insentif adalah merupakan faktor yang paling mendasar bagi seseorang untuk dapat memotivasi dirinya dalam melakukan banyak hal untuk kemajuan suatu organisasi yang ditempatinya.
Tunjangan yang diperoleh oleh seorang pegawai bukan hanya dinilai dalam bentuk rupiah, tetapi bisa saja dalam bentuk penghargaan, dan pengakuan diri atas sesuatu.

Dalam penelitian ini dapat dilihat distribusi jawaban responden tentang adanya pengaruh tunjangan kinerja terhadap kualitas pelayanan pegawai pada masyarakat menunjukkan bahwa dari 40 pegawai pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang, semuanya hampir mengatakan bahwa tunjangan kinerja sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan pegawai, jawaban responden terdistribusi sebagai berikut,  yang menyatakan sangat berpengaruh sebanyak 31 pegawai (77,5%), berpengaruh sebanyak 9 pegawai (22,5%).
Dari hasil di atas sangatlah jelas bahwa motivasi seorang pegawai sangat didominasi oleh faktor tunjangan baik dalam bentuk materi, pengakuan maupun penghargaan dengan promosi. Oleh karena itu seorang pimpinan suatu organisasi haruslah pandai-pandai melihat bawahannya, kapan waktunya perlu memberikan tunjangan kepada seseorang yang sedang bekerja. 
Dengan termotivasinya seorang pegawai dengan pemberian tunjangan maka akan memberikan etos dan semangat kerja yang tinggi pada diri mereka sehingga tingkat pelayanan  juga tinggi.
2. Pelayanan Publik
Kualitas layanan dapat dijadikan sebagai indicator untuk mengukur kinerja aparat dalam melakukan pelayanan. Melalui kualitas layanan ini dapat diketahui bagaimana layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pegawai Dinas  Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang, apakah baik atau tidak.

Untuk mengetahui bagaimana pelayanan public pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, penulis membagikan kuisioner untuk diisi oleh pegawai. Pelayanan Publik tersebut harus sesuai  indicator kualitas pelayanan public yakni Keandalan, ketanggapan, keyakinan, empati dan berwujud.
a. Keandalan (reliability)
Penyelenggara pelayanan public pada Dinas Pertanian dan Perkebunan harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya, kemampuan pegawai yang dimaksud yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan pelayanan. Kandalan merupakan kemampuan  untuk memberika secara tepat dan benar  jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada konsumen.  Artinya mereka bisa diandalkan dalam pemberian layanan sehingga prosedur pelayanan mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Untuk mengetahui distribusi jawaban responden tentang Keandalan layanan dapat diketahui bahwa 60,0% atau 24 pegawai menyatakan sangat jelas, 32,5% atau 13 pegawai menyatakan jelas, 7,5% atau 3 pegawai menyatakan kurang jelas. Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan pegawai untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan pada masyarakat sangat jelas, akurat, dan memuaskan sehingga bisa diandalkan.
b. Ketanggapan (responsiveness)
Ketanggapan merupakan kemampuan pegawai untuk  membantu pelanggan dalam melaksanakan pelayanan dengan cepat. Kecepatan pelayanan adalah target waktu  pelayanan yang telah ditentukan oleh organisasi. Waktu pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka proses pelayanan karena pada prinsipnya masyarakat menginginkan pegawai selalu tanggap  dan cepat dalam memberikan pelayanan. Distribusi jawaban responden dapat diketahui bahwa sebanyak  20 responden atau 50,0 %  menyatakan sangat tanggap dan cepat,  sebanyak  18  responden  atau  45,0%  menyatakan tanggap dan cepat,  sebanyak 2  responden  atau 5,0%  menyatakan kurang tanggap. Dari data responden sudah jelas bahwa pegawai sangat tanggap dan cepat dalam memberikan pelayanan.
c. Keyakinan (confidence)
Keyakinan mencakup pengetahuan, kesopanan dan kepercayaan yang dimiliki oleh pegawai dalam memberikan pelayanan. Kesopanan dan kepercayaan petugas yaitu sikap dan prilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Sikap yang ditunjukkan pegawai dalam proses pemberian pelayanan sangat penting guna menimbulkan  kepercayaan masyarakat. Tanggapan responden tentang keyakinan dalam memberikan kepercayaan masyarakat  dapat dilihat bahwa responden yang menjawab sangat sopan sebanyak  27 pegawai (67,5%), sedangkan  13 pegawai (32,5%) menyatakan sopan. Ini menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan merasa sangat perlu untuk memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah sehingga menimbulkan  kepercayaan pada public.
d. Empati (emphaty)
Empati yaitu syarat untuk peduli  dan memberikan perhatian pribadi bagi pelanggang dan mengerti segala keluhan pelanggan sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan dan tercipta komunikasi yang baik dengan publik. 
Masyarakat akan merasa puas dan senang apabila pegawai bisa membantu dan memberikan perhatian pada pelanggang dalam memberikan layanan. Dengan sikap empati maka setiap masalah atau keluhan masyarakat dapat disampaikan dengan baik dan memperoleh penyelesaian yang baik pula. Mengenai tanggapan petugas tentang perlunya sikap empati dalam melakukan pelayanan dapat diketahui bahwa 34 responden  atau 85,0% menyatakan bahwa sangat perlu untuk berempati,  6 responden atau 15,0% menyatakan perlu. Dari jawaban responden dapat diketahui bahwa pegawai merasa sangat perlu untuk berempati dalam memberikan  pelayanan public sehingga tercipta hubungan yang baik antara pegawai dan masyarakat.
e. Berwujud (tangible)
Penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pertanian dan Perkebunan harus memenuhi  kelengkapan sarana dan prasarana kerja, meliputi fasilitas  fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan layanan harus lengkap guna menunjang semua aktivitas dalam memberikan pelayanan. Distribusi jawaban responden didapatkan bahwa sebanyak 77,5% responden menyatakan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kantor sangat menunjang 17,5% responden menyatakan sarana dan prasarana pendukung kantor menunjang, sedangkan sebanyak 5,0% responden lainnya menyatakan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kantor kurang menunjang. 
Dari jawaban responden dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sangat menunjang untuk membantu penyelesaiaan pekerjaan sehingga tidak ada pekerjaan yang terbengkalai akibat tidak adanya peralatan yang dibutuhkan segera.

3. Faktor yang berpengaruh dalam pemberian pelayanan
a. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama dalam mengembangakan intelektual dan kepribadian manusia. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 menyatakan bahwa untuk membentuk sosok PNS yang berkualitas, diperlukan Pendidikan & Pelatihan.
Pendidikan dan Pelatihan mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan pekerjaan karena sebelum melakukan suatu pekerjaan perlu diadakan pendidikan dan pelatihan untuk lebih memantapkan apa yang harus dikerjakan nantinya.
Disamping itu pendidikan dan pelatihan dapat membangkitkan, mengarahkan tingkah laku seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan dan pelatihan, diperoleh jawaban bahwa dengan pendidikan dan pelatihan yang sangat sering dilakukan maka kinerja pegawai dalam memberikn pelayanan publik dapat  ditandai dengan jawaban responden sebanyak 23 pegawai (57,5%) menyatakan berpengaruh, 12 pegawai (30,0%) menyatakan berpengaruh, dan sisanya 5 pegawai (12,5%) menyatakan kurang berpengaruh. Hasil di atas menunjukkan bahwa dengan semakin seringnya dilakukan pelatihan terhadap pegawai sebelum memulai suatu kegiatan maka akan meningkatkan kinerja mereka.
b. Pengetahuan

Faktor lain yang diduga mempengaruhi kinerja pegawai dalam hal pelayanan publik  adalah pengetahuan, dimana diasumsikan bahwa semakin tinggi pengetahuan pegawai terhadap sesuatu maka kinerja yang mereka capai akan semakin tinggi, oleh karena dengan pengetahuan seseorang dapat memahami dan menerapkan apa yang seharusnya dikerjakan. Berdasarkan jawaban responden tentang pengetahuan pengaruhnya terhadap pelayanan, maka dari distribusi jawaban responden diperoleh bahwa dengan pengetahuan yang semakin  tinggi maka kinerja pegawai dapat tercipta ditandai dengan jawaban responden sebanyak 24 pegawai (60,0%) sangat berpengaruh,  sebanyak 11 pegawai (27,5%) berpengaruh,  sebanyak 4 pegawai (10,0%) kurang berpengaruh dan tidak berpengaruh  sebanyak 1 pegawai (2,5%). Hasil di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan pegawai semakin berpengaruh pada kinerja pelayanan.
G. PENUTUP
a. Tunjangan kinerja sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik pada Dinas Pertanian dan Perkebunan karena nilai 

b. Tunjangan Kinerja Daerah  sangat  berpengaruh terhadap tingkat pelayanan pegawai.  Semakin besar tunjangan yang diterima dapat mendorong motivasi pegawai  untuk memfokuskan perhatian pada pelayanan . Selain itu, dengan adanyaya Tunjangan Kinerja pegawai  semakin memperlihatkan kesungguhan menjunjung tinggi profesi, meningkatkan kedisiplinan dan kehadiran untuk memberikan pelayanan.
c. Pelayanan public yang baik harus berdasar pada indicator dan kualitas pelayanan (Keandalan, Ketanggapan, Keyakinan, Empati dan berwujud) 
d. Faktor tingkat pendidikan dan pelatihan, pengetahuan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pelayanan publik pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
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